BAB I
LANDASAN TEORI
2. 1. Pengertian Efika
Etika secara umum didefinisikan sebagai perangkat moral atau nilai-nilai
moral vang berlak 1 secara umum. Atau etika adalah merupakan prinsip nilai moral
yang berlaku umum. Menurut A. Arens dun J. Elder dalam buku edisi bahasa
Indonesia jilid 1 (2003:110) etika adalah :
» Serangkaian prinsip atau nilai-nilai moral yang dimiliki oleh setiap orang dan
tidak diperhatikan sccara eksplisit ™.
2.... Prinsip-prinsip Etika
Prinsip-prinsip peritaku professional tidak secara khusus dirumuskan oleh
ikatan akuntan Indonesia tepi dianggap menjiwai kode peritaku akuntan Indonesia.
Adapun prinsip-prinsip etika yang merupakan landasan perilaku etika professional,
menurut Sukrisno Agoes ( 2004: 41) ¢
a. Tanggung Jawab Profesi
Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai professional, akunian harus
mewujudkan kepekaan profesional dan pertimbangan moral dalam semua

aktivitas mereka.
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W‘Wﬁ% P 7 A R S



14

b. Kepentingan Umum (Publik)
Akuntan harus menerima kewajiban-kewajiban melakukan tindakan yang
mendahulukan kepentingan masvarakat, menghargai kepercayaan masyarakat dan
menunjukan komitmen pada professional.

¢. Integritas
Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan masyarakat, akuntan harus
melaksanakan semua tanggung jawab professional dengan integritas tinggi.

d. Obyektivitas dan Independensi
Akuntan harus mempertahankan obyektivitas dan bebas dari benturan
kepentingan dalam melakukan tanggung jawab profesional. Akuntan yang
berpraktek sebagai akuntan publik harus bersikap independen dalam kenyataan
dan penampilan pada waktu melaksanakan audit dan jasa atestasi lainnya.

Kompetensi dan kehati-hatian Profesional

¢

Akuntan harus mematuhi standar teknis dan etika profesi, berusaha keras untuk
terus meningkatkan kempentensi dan mwutu jasa, dan melaksanakan tanggung

jawab profesional dengan kemamypuan terbaik,
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{.  Kerahasiaan
Cpaes esseislanlan nektek scbagal akunian publik, akuntan harus mematuhi
prinsip-prinsip  perilaku  profesiona: termmasuk  didalamnya menjaga dan
menghormati kerahasiaan klien.
u. Perilaku Profesional
Akuntan publik dalam melaksanakan wgas harus bertanggung jawab profesional

dan memberikan kemampuan terbaik.
h. Standar Teknis
Akuntan harus mematuhi standar ieknis beserta interprestasi yang terkait.,
1.3, Definisi Kode Etik Profesi dan Kode Ltik Akunean Indonesia
Semua profesi mempunyal saw standar kode etik masing-masing sesuai

dengan ciri-ciri cari profesi yang telah dijelaskan di atas. Sedangkan akuntan
sebagai suatu pro’esi, terikat pada ketentuan organisasi Ikatan Akuntan Indonesia
(IAl} dengan kode etik yang telah disyshkan oleh kongres. Adnpun beberapa
pengertian kode etik adalah sebagai berikut :
Menurut Sukrisno Agoes (2004:40) kode etik akuntan adalah :
“ Pedoman bagi para anggota lkatan Akuntan Indonesia untuk bertugas secara

bertanggung jawab dan obyektif”
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Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1997 §1) kode etik profesi dirumuskan
schagai berikut :
“ Kode etik adalah norma dan asas vang diterima oleh suatu kelompok tertentu
scbagai landasan tingkah faku™.

Jadi vang dimaksud dengen kode etik adalah suatu pegangan umum atau
kaedah atau norma atau nilai moral yang ditetapkan dan diterima oleh para
anggota kelompok tertentu, yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus, yang
menggunakan keahilian dan  kemsmpuannya untuk  mencari nafkah atau
penghasilan dan menjadi pola bertindak serta mengikat setiap anggota kelompok
tersebut.

Kondisi ini membawa pengaruhi bahwa kode etik dalam fungsinya sebagai
pola bertindak yang berisi larangan, harus secara jelas menjabarkan tindakan apa
saja yang tidak boleh dilakukan oleh para anggota kelompok agar tidak terjadi
kasalahan dalam bertindak.

Sedangken Kode Etik Akunten Indonesia adalah pedoman bagi para

anggota Ikatan Akuntan Indonesia, untuk bertugas sacara berlanggung jawab dan

obyektif.
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2.4. Perkembangan Kode Etik Akuntan Indonesia

Aturan Etika Komparternen Akuntan Publik merupakan etika profesional
bag" o oo veny bernrzkiik sebagai akuntan publik Indonesia. Aturan Etika
Kompartemen Akuntan Publik bersumber dari Prinsip Etika yang ditetapkan oleh
lkatan Akuntan ndonesia, Dalarn konggresnya tahun 1973, lkatan Akuntan
Indonesia (IAl) urtuk pertama kalinya menetapkan kode etik bagi profesi akuntan
Indonesia, kemudian disempurnakan dalam konggres 1Al tahun 1981, 1986,1994,
dan terakhir tahun 1998. Etika profesionzl yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan
Indonesia dalam kongresnya tahun 1998 diberi nama Kode Etik Ikatan Akuntan

Indonesia.

2.5. Pembagian Kode Eiik Akuntan Indonesia
Kode etik yang berlaku saat ini mengatur perilaku anggota 1Al secara keseluruhan
dengan pembagian sebagai berikut :
1. Kode Etik Umum
II.  Kode Etik A cuntan Kompartemen
1. Interprestasi Kode Etik Akuntan Kompartemen
Perincian dari kode etik akuntan, berdasarkan hasil kongres 1Al ke-8 bulan

September 1998 tersebut, adalah sebagai berikut :




2.5.1. Ka-dc Itik Umum

a. Terdiri dari 8 bal mengenai :

Ty Ve s doryah profesi
Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, anggota harus
senantiasa manggunakan pert:mbangan moral dan profesional dalam semua
kegiatan vang dilakukan

2} Kepentingan ublik.
Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka
pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukan
komitmen akan profesional.

3) Integritas
Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota
harus melaksanakan tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi
mungkir:.

4) Obyektivitas
Setiap anggoia harus menjaga cbyektivitasnya dan bebas dari benturan

kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionaliya.
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Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Seorang anggota IAT harus melaksanukan jasa profesionalnya dengan kehati-

hatian. kompetensi dan keiekunan serta mempunyal kewajiban yang

berkesinambungan untuk memelihara pengetahuan dan  keterampilan
" oo tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau

pemberi kerja memperoleh manfaar dari jasa profesional yang kompeten

berdasarkan perkembangan praktik, legistasi dan teknik yang paling muktahir

Kerahasiaan

Setiap anggota Al harus menghormati kerahasiaan dari informasi yang

diperoich selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau

mengungkapkan informasi ‘ersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak

atau kewajitan profesional atau hukum untuk mengungkapkan.

Perilaku Prefesional

Setiap anggota harus berperiiaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang

baik dan menjahui tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar

teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahlian dan

S s L
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dengan berhati-hati anggots mempunyai kewajiban untuk melaksanakan
penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyetvitas,
b.  Kode etik umum mengikat seluruh anggota TAT
¢ . Kode etik umum dirumuskan oleh badan pekerja konggres dan disahkan dalam
konggres.
d. Badan pekerja konggres yang dibentuk oleh pengurus pusat mengevaluasi kode
oo tisirhan masukan dari anggota, pengurus pusat dan majelis
Lehormatan, untuk selanjutnya mengusutkan dalam konggres perubahan kode
etik umum akuntan Indonesia yang dipandang perlu.
2.5.2 Kode Etik Akuntan Komparteinen

a. Kode etik alkuntan kompartemen mengikat seluruh anggota kompartemen

besangkutan.

b. Tiap kompartemen dalam rapat anggota kompariemen wajib merumuskan
apakah dipandang perlu bagi para anggota kompariemenya disusun Kode Etik
Akuntan Kompartemen.

¢. Karena fungsinya dalam pelayanen jasa professional kepada masyarakat
pengguna jasa profesi akuntan publik untuk merumusken kode etik
kompartemen akuntan publik.

d. Kode etik akuntan kompartemen disshkan oleh rapat anggota konupartemen.




21

e. Tiap-tiap kompartemen memiliki hak otonomi untuk memutuskan apakah
dipandang perlu untuk merbenik badan khusus yang bertugas untuk
merumuskan kode etik kompartemen. Badan ini dapat berbentuk badan tetap
yang beranggung jawab kepada pengurus kompartemen, atau badan ini
merupakan badan pekerja anggota rapat kompartemen yang dibentuk oleh
pengurus kompartemen.

f  Kode etik akuntan kompartemen disusun berdasarkan kode etik wmum oleh
karenanya tidak dapal bertentangan dengan kode etik umum akunian Indonesia.

2.5.3 Interprestasi Kode Etik Akuntan Kompartemen
a. Interprestasi kode etik akuntan kompartemen merupakan paduan penerapan kode
etik akuntan kompariemen.
b. Disusun oleh badan khusus yang di bentuk oleh pengurus kompartemen dan
disahkan oleh pengurus kompariemen,
Perubahan atau penvempurnaan Kode Etik Akuntan Indonesia dalam kongres terakhir,
yaitu kongres ke-8 bulan September tahun 1998, antara lain Komite Kode Etik tidak ada
lagi di struktur organisasi IAl, Rerangks Kode Etik [A] menjadi
- Prinsip Etika

- turan Etika

R P P s
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- Interpretasi Aturan Etika
- Tanya dan jawab
2.6. Peraturan Perilaku
Peraturan perilaku ini mengatur tindakan akuntan didalam menjalankan tugas
vang dikerjukannya. Peraturan peri'aku ini antara lain adalah :
4. Integritas, Obyektivitas dan independensi
Profesi akuntan sangat berkaitan dengan independensi, integritas dan obyektifitas.
independensi merupakan bagian yang peniing karena dapat mempengaruhi penerapan
jasa-jasa yang diberikan oleh akuntan. Independensi di dalam audit berarti mengambil
sudut pandang yang idak bias dalam melzkukan ujian audit, mengevaluasi hasilnya,
dan membuat laporan audit. {(A.Arens and 1. Elder 2003:124)
Bukan hanya penting bagi akuntan publik untuk memelihara independensi dalam
memenuhi tanggung jawab mereka, tetapi perting juga bahwa pemakai laporan-laporan
keuangan menaruh kepercayaan terhadap independensi tersebut. Menurut A. Arens and
1.Elder (2003 : 124), :ndependensi dibagi menjadi 2 kategori
e Independensi dalam fakta (independent in fact), hai ini akan ada apabila pada
kenvatannya akuntan publik mampu mempertahankan sikap yang tidak

memihak sepunjang pelaksanasn tugasnys,
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o Independensi dalam penampilan {independence in appearance), adalah hasil
interprestasi pihak Jain mengenal independensi ini.
Independensi juga diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia pasal 6 butir (1) yang
berbunyi  “Jika terlibat dalam profesi akuntan publik, setiap anggota: harus
miempertahankan sikap independent. 1a harus bebas dar semud kepentingan yang bisa
dipandang tidak sesuai dengan integritas maupun obyektifitas, tanpa tergantung efek
sebenarnya dari kepentingan itu”
Selanjuinya diyatakan dalam peraturan Mo. 1 bahwa setiap anggota harus
mempertahanikan integritas dan cbyektifitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan
mempertahankan integritas ia aken pertindak jujur, tegas, tanpa pretensi. Dengan
mempertahankan obyektifitas ia akan bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau
persnintaan pihak tertentu atad kepentingan pribadi.
Kode Etik Akuntan indonesia Paszl T ayat 9 menycbutkan bahwa “setiap anggota harus
mempertahankar: integritas dan obyektifitas dzlam melaksanakan tugasnya”.
Obyektifitas berarti tidak memihak dzlam melaksanakan semua jasa.
b. Standar-Standa: Teknis
Di Amecika Serikat terdapat aiuran-aran prilaku bagi anggota AICPA yang

berkaitan dengan standar teknis, yaiw peraturai 201 sampal dengan 203.

T




24
peraturan 201- standear umui. Setiap anggota harus mentaati standar-standar berikut
dan setiap interprestasinya yang dibuat oleh Jembaga-lembaga yang ditunjuk oleh
dewan.

¢ Kompentensi profesional, hany melaksanakan jasa-jasa profesional yang
dirasa mamrpu diselesaikar oleh pegawai atau kantor akuntan publiknya
dengan kompentensi profesional.
e Iemahiran professional, mampergunakan kemahiran profesi dengan scksama
dalam melaksanakan jasa profesional.
¢ Perencanaan dan pengawasin, merencanakan dengan cermat dan mengawasi
pelaksanaan jasa profesion al.
¢ Data relevan yang mencukupi, mendapatkan data relevan yang mencukupi
guna mendapatkan daser yang layak untuk membuat kesimpulan atau
memberi rekomendasi datam kaitan dengan jasa profesional yang dilakukan,
Peraturan 202- Ketaatan pada siandar. Seorang anggota yang melaksanakan audit,
review, kompilasi, bantuan manajemen, perpajakan atau jasa profesional lainnya
harus taat pada standar yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang ditetapkan oleh
dewan.
Peraturan 203- Prinsip Akunignsi, Seorang anggota ridak dibenarkan (1) menyatakan

pendapat atau menyetujui bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain dari
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satuan usaha yang diauditnya disajiken s;é:umi dengan prinsip akuntansi yang berlaku
wmum atad (2) menyatakan bahwa dia tidak mengetahui setiap modifikasi yang
material yang telah dilakukan pada setiap laporan dan data dalam rangka memenuhi
prinsip«prinsip skuntansi yang beriaku umum, jika laporan atau data demikian
menyimpang dari prinsip akuntansi vang wlah ditetapkan oleh badan perumus yang
ditunjuk oleh dewan untuk menyusun prinsip yang mempunyai dampak material
keseluruhan laporan atau data.

Di Indonesia terdapat aturan dalam Bab I : Kecakapan profesional, pasal 2 dan pasal

Yyar b ’ pobBovikut

(1) (a) Seorang anggota harus metaksanakan tugasnya sesuai dengan standar teknis
dan profesicnal yang relevain.
(b) Jika seorang anggote mempekerjakan siaf dan ahli lainnya untuk
pelaksanaan tugas profesionalaya, ia harus menjelaskan kepada mereka,
keterkaitan akuntan pada Kede Eiik. Dan ia tetap bertanggung jawab atas
pekerjaan ersebut secara keseluruhan. la juga berkewajiban untuk bertindak
sesuai dengan kede etik, jika ie memilih ahli lain untuk memberi saran atau
apabila merckomendasikan ahli lain itu kepada kliennya.

(2)  Setiap anggotd harus meninghatkan kecakapan profesionainya, agar mampu

memberikan manfaat optimum datam pelaksanaen tugasnya.
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(3)  Setiap anggota harus menolak  setiap penugasan yang tidak akan dapat
diselesaikannya.
¢, Kerahasiaan
Kerahagiaan merupakan hal yang penting dalam proses audit, karena hal ini
akan berkaitan dengan hubungan antara akuntan dengan kliennya. Persyaratan
kerahasiaan perlaku bagi semuia jasa yang diberikan oleh akuntan.
Peraturan F01- Informasi Rahasia Klien, Seorang anggota dalam praktik publik
tidak dibenarkan mengungkapkan semua rahasia klien tanpa ijin khusus dari
klien
Terdapat 4 pengecuaiian cerhadap informasi rahasia klien, menurut A.Arens
dan J.Elder (2003-137):
o Membebaskan scorang anggota dari kewajiban prof@sienaﬁnya menurut
praturan 202 dar 203
o Uniuk menghindarkan dengan cara apapun kewajiban anggota tersebut
antuk mentaatl perminizan atau panggilan pengedilan yang sah dan
perlaku.
e Menghalangi peninjeuai atas praktik profesionai anggota menurut

AICPA atau masyarakal akuntan publik negard bagian.
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» Menghindarkan seorang anggota dari pernyataan keberatan atau
menjawvab semua peryataan yang diajukan oleh lembaga penyelidik
yang diakui etau lembaga disiplin.

Kode eiik Akuntan Indonesia pada pasal 4 menyebutkan bahwa “ getiap anggoia
harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam tugasnya, dan tidak
boleh ierlibat dalam pengunghkapan dan pernaniaaian informasi tersebut, tanpa
seijin pihak yang memberi tugas kecuali jika hal ity dikehendaki oleh norma
profesi hukum dan negara’ .
d. Tmibal Jasa Bersyarat

Peraturan 502- lmbal Jasa Bersyarai. Anggota dalam praktik pubiik tidak boleh
membuat imbal jasa bersyarat uniuk setiap jasa professional atau menerima
ongkos dari klien yang anggote alau perusahaannya juga melakukan :

o  Audit atau review laporan keuangn

o Kompilasi laporad kevangan

s Pemeriksaan atas laporan keuangan prospekiif.

Kode Etik Indonesia Pasal 6 ayat 5 menyebutkan Jika terlibat dalam profesi
akuntan publik setiap anggotd, dalam melaksanakan penugasan pemeriksaan

laporan keuangan, dilarang menerima imbalan lain selain honorarium untuk

el e e
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penugasan yang bersangkutar:. Honorarium tersebut tidak boleh tergantung pada
manfaai yang akan giperoleh kilennya’.
Tindakan yang bisa Didiskreditkan
Peraturan 501- tindakan yang bisa Didiskreditkan. Seorang anggota fidak akan
melakukan tindakan yang mendatangkan aib bagi profesinya.
Kode Ftik Akuntan Indonesia Pesal | avat (1) menyebutkan “Setiap anggota harus
selalu mempertabankan nama baik profesi dan menjunjung tinggi etika profesi serta
hukum negara tempat 1a melakukan pekerjaannya .
Tindakan yang bisa didiskreditkan tidaklah didefinisikan dengan baik dalam
peraturan atau interpretasi. Yang berikut acaleh sebagian persyaratan yang
dikandung dalam interpretasi (A Arens dan J. Elder 2003:139)

o Retensi dari catatan Klien. Merupakan tindaken yang tercela bila menahan
catatan klien bila mereka meminta.

o Distriminasi don gangguan calam prakiik karyawan. Kantor Akuntan Publik
fidak boleh melakukan diskriminasi berdasarkan ras, wama kulit, agama,
jenis kelamin, umur atavpun asal kebangsaan.

o Standar atas cudil pemerinich dan persyaratan badan dan agensi
pemerintah, Jika seorang prakiisi setuju untuk melakukan audit atas suatu

badan pemerintah yang memerlukan prosedur audit yang berbeda dari standar
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auditing yang berlaku umum, baik prosedur badan pemerintah ity maupun
GASS. kedugnva harus diikui kecvali dinyatakan dalam laporan audit bahwa
hal itu tidak dilakukan beserta alasan-alasannya.

Kelalaian dalam persiapan laporan aiau catalan keuangan. Seorang anggota
dianggap telah meiakukan tindakan yang bisa didiskreditkan bila karena
kelalajannya orang ‘ain membual atau diijinkan atau diarahkan untuk
membuat jurnal yang salah dan menyesatkan secara material dalam laporan
atau catatan keuangan dari sebuah entitas, anggota gagal memperbaiki
laporan keusngan ~material salah  dan menyesatkan, atau anggota
menandatangani dokumen yang berist informasi yang salah dan menyesatkan
secara material

Kegagalan mengikuli persyoraian dari baaan pemerintah, komisi, atau agen
regulasi lainnya. Bila seorang anggota menyiapkan laporan keuangan atan
informasi terkait untuk dilaporkan kebadan pemerintah, komisi, atau agen
regulasi, angzgota harus meagikuti persyaratan organisasi demikian sebagai
rambahan GAAP. Penyimpangan material dari persyaratan tersebut adalah
tindakan yang bisa didiskreditkan terhadap profesi, kecuali angggota tersebut
mengungkapkan dalam laporan keuangan atau laporan, bila bisa diterapkan,

bahwa persvaratan demikian tidek diikuti dan alasannya.
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o Permohonan afau pengungkepan pericryaan dan jawaban ujian akuntan
public. Ujian Akuntan Publik Seragam menjadi tidak efektif bersama ujian
Mei 1996. Merupakan tindaken yang bisa didiskreditkan bila memohon atau
mengungkapikan pertanyaan scjak Mei 1996 atau ujian mendatang tanpa ijin
AICPA.

o Kegagalan memasukan pgjuk penghasilan atau  pembayaran kewajiban
pajak. Anggota yang gagel memenuhi hukum federal, negara bagian, atau
jocal mengenai pengisian tepat wakiu atas pengembalian pajak pribadi atau
pajak penghasilan dari perusahaan anggoia atau pembayaran tepat waktu atas
semua penggajian dan pajak lain yang ditagihkan atas nama orang lain bisa
dianggap melakukan tindakan yang bisa didiskreditkan

f. Periklanan dan Penawaran
Peraturan  S02-Feriklanan dan penawaran loinnye. Seorang anggota tidak
diLeniw: 1 .ooup .nencari klien dengan memasang iklan atau mengajukan
penawaran lainnya yang bersifat mendusial, menyesatkan dan menipu.penawaran
yang menggunakan pemaksaan , desakan yang berlebihan, atau hasutan dilarang
oleh etika perilaku.
Kode Etik Akuntan Indonesia Pasal 6 avat 3 menyebutkan bahwa seorang akuntan

publik dilarang untuk mengiklanken atau mengijinkan oaring lain untuk
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mengiklankan nama  atau jasa yang diberikannya, kecuali yang sifatnya

pemberitahuan. Akuntan publik juga tidak boleh menawarkan jasanya secara

tertulis kepada caloa klien, kecuali atas permintaan calon klien yang bersangkutan.

¢ Kondisi dan imbal jasa perujukan.

Peraruran 503- Komisi dan Imbal Jusa Perujukan.

&

Komisi yang dilarang. seorang anggota tidak  diperkenankan
merckomendasikan produic atau jasa pthak lain bagi klien demi untuk
memperoleh kemisi, ateu merekomendasikan produk atau jasa yang
disediakan oleh klien demi mempercleh komisi.

Pengunglapan komisi yang diijinkan, anggota dalam praktik publik yang
tidak dilarang oleh aturan ini untuk memberikan jasa dengan membayar
kormisi atau akan menerima komisi, orang yang dibayarkan atau akan
dibavarkan komisi, harus mengungkapkan kenyataan kepada orang atau
satuan usaha kepada setiap anggota merekomendasikan produk atau jasa
yang berhubungan dengan kormisi.

Imbal jasa rujukan, setiap anggoia yang menerima imbal jasa karena
merekomendasikan jasa kantor akuntan public apapun kepada orang atau
satuan usaha atau yang membayar imbal jasa rujukan untuk mendapatkan

klien, harus mengungkapkan hal tersebut kepada klien.

A T Y R A
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Kode [tik Akuntan Indonesia Pasal 6 ayat 10 menyebutkan “setiap anggota
vang tlerlibai dalam profesi akunian publik, dalam usaha memperoleh
penugasan dilarang memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pihak-
pihak yang secara langsung atau tidak langsung turut menentukan penugasan
tersebut, kecuali dalam hal pengambilalihan sebagian atau seluruh pekerjaan
akuntan publik lain.

2.7, Interprestasi etika profest

Interprestasi etika profesi merupakan penjelasan yang dikeluarkan oleh komite
Kode Ftik 1AT mengenai beberapa sitwasi myair ierlenli yang dihadapi dalam praktik
berkenaan dengan perilaku etika professional. Sejauh  ini komite belum pernah
mengeluarkan interprestasi semacam ini.

b “ot- popiclgskan mengenai hal semacam ini, berikut disajikan hal
sejenis yang tetjadi di Amerika Serikat, yang disebut Ethical Rulling, mengenai
independensi. Berikut ini adalah contoh hel tersebut (peraturan 101-Independensi; kaidah
No 16):

e Pertanyaan — seorang anggota menjadi anggota Dewan direksi sebuah klub social
nirlaba. Apakal indepedensi anggota kanior akunian publik tersebnt akan

terganggu dalam kaliannya dengan klub tersebue?
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s Jawabannya — Indepedensi anggeta kantor akuntan publik itu akan dipandang
terganggu karena. Dewan direksi rempunyai langgung jawab utama dalm
kegiatan klub tersebut. Pengecualian calam interprestasi dimaksudkan terutama
untuk situasi-situasi dimana anggota memakai namanya demi kepertingan yang
mulia tanpa memikul tanggung jawab administrasi atau keuangan. {(A. Arens and
J. Elder 2003:125)

2.8. Perlunya Kode Etikk Akuntan

Kepercayaan Masyarakat

&
K palitas Jasa

L
Perilaim A»’m%sionai

Kode Etik

Seorang akuntan profesional harus mentaafi peraturan/kode etiknya dalam  setiap
perilakunya. karena hal tersebut dapat berpengarun pada kualitas jasa yang mereka
herican. Selanjutinya kepercayaan masyarakat akan profesionalisme seorang akuntan
publik sangat tergantung dari kualitas jase yang mereke berikan kepada masyarakat

tersebut.

e e
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2.9, Calon Akuntan yarg Profesional

Profesi Akuntan di Indonesia masih merupakan profesi yang relative muda
usianya. namun, profesi ini telah mempunyai status yang lebih terhormat di Indonesia.
Akuntan dipercaya oleh masyarakat kita sebagai orang-orang yang ahli dalam informasi,
khususnya informasi kevangan.

Sedangkan calon Akuntan adalah para lulusan perguruan tinggi fakultas ekonomi
jurusan Akuntansi atau seseorang yang telah menerima pendidikan akuntansi, yang siap
untuk terjun dalam suatu organisasi atau untuk bzkerja dibidangnya.

Untuk menjadi seorang Akuntan Publik, wajib memperoleh ijin dari menteri
keuangan seperti vang diatur dalam KepMembKeu Rl no. 43/KMK.017/1997 yang
ditetapkan tanggal 27 Januari 1997. ijin tersebu diperoleh bila akuntan tersebut
mengajukan permohonan  tertulis kepada Dirjen Lembaga Keuangan u/p Direktur
Pembinaan Akuntan den Jasa penilal. Adupun syarat-syara: untuk menjadi Akuntan
publik di Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Memiliki ijasah sarjana akuntan sebagaimana diatur oleh UU No.34 tahun
1954 dan memiliki register negara.
b. Warga negara Indonesia dan berdomisiii di wilayah Indonesia berdasarkan

kepuusan menteri keuangen yang baru.

P ) T T R A B AT
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c. Lulus dalam Ujian Sertifikesi Akuntan Publik (USAP) yang diadakan oleh
JAI sebagai organisasi resmi akuntan Indonesia.

d. Menjadi anggota Ikatan Akuntansi Indonesia.

e. Memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai akuntan
dengan reputasi baik dibidang pemeriksaan akuntansi. Ini dibuktikan dengan
surat keterangan dari pimpinan kantor akuntan public sebelumnya atau
kepala BPKP.

f. Tidak merangkap sebagai pegawai instansi pemerintah atau pimpinan
karyawan badan usaha milik negara/daerah maupun swasta, kecuali sebagai
dosen diperguruan tinggi negeri aiau swasia.

Calon akuntan professional adalah Setiap calon anggota yang selalu

meningkatkan kecakapan profesionalnya, agar mampu memberikan manfaat

optimum dalam pelaksanaan tugasnya.
2.10. Jenis-jenis Organisasi Profesi Akuntan
C.pemt aniian anpgota profesi lainnva, profesi akuntan juga mempunyai
organisasi-organisasi  vang mempunyai kepentingan yang sama, yaitu untuk
meningkatkan profesi ekuntan dan dunic akuniansi agar mempunyai standar yang sama
dalam pelaksanaan tugasnya.

Beberapa organisasi-organisasi protesi akuntan didunia adalah:

¥ «W‘WWWWWEWW*%& S
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International Federation of Accoumants (IFAC)

Badan ini merupekan wadah organisasi profesi akuntan sedunia. IFAC didirikan
pada  tahun 19C4 dengan nama 1CA ( Intenational Corggress of Accountans ).
IFAC merupakan organisasi internasionalnya  yang bersifat nirlaba,
nonpemerintah dan non politik. TFAC  bertujuan untuk  menyusun serta
meningkatkan koordinasi antara profesi akuntansi di seiuruh dunia dalam rangka
penyamaan standar akuntansi.

International Accounting Standards Commiitee (IASAC)

IASAC merupakan suatu badan penyusunan standar akuntansi internasional yang
bersifat swasta {nonpolitis). Komite ini didirikan pada tahun 1973. Tugasnya
adalah untuk mengembangkan dan mengharmoniskan pelaporan keuangan,
terutama melalui penyusunan dan publikasi International Accounting Standards
(JAS). Standar-siandar ini membahas semua topic penting dalam penerbitan
laporan keuangan secara internasicnal.

Conluasiuiuir ui Asian Pasific Accouniant (CAPA)

Badan ini merupekan organisasi profesi akuntan se-Asia Pasifik. Kongres pertama
diadakan di Manila, Filipina tahun 1937, Sebanyak 20 crganisasi profesi dari 14
negara ikut dalarn konferensi tersebui, termasuk dari Indonesia. Saat ini CAPA

beranggotakan 31 organisasi profesi dari 22 negara.
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Jd. Asian Federation of Accountanis (AFA).

Badan ini merupakan organisasi profesi akuntan se-Asia Tenggara. AFA didirikan
di Bangkok, Thailand pada 12 Maret 1977. Tujuan didirikannya badan ini untuk
ey i cwt pandapat dan filosofi serta meningkatkan peran prkofesi akuntan se
ASEAM.

Sedangkan di Indonesia Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik merupakan etika

profesional bagi akuntan yang berpraktik sebagai akuntan publik Indonesia. Aturan Etika

Kompartemen Akuntan Publik bersumber dari Prinsip Etika yang ditetapkan eleh Tkatan

Akuntan Indonesia.




